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b. Sistem presidensial.
c. Semi presidensial, president-parliamentary, dan premier-
presidentialism.
Interpretasi Konstitusional versus Ekstra Konstitusional
Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Jabatan Wakil Presiden
Sistem Pemerintahan di Indonesia
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Jabatan Wakil Presiden
dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia
a. Makna konstitusional pembantu presiden.
b. Aspek kelembagaan dan regulasi jabatan wakil presiden.
c. Praktek ketatanegaraan pemilihan jabatan wakil presiden.
1) Fase awal berdirinya Republik Indonesia.
2) Periode Republik Indonesia Serikat.
3) Kembali ke negara kesatuan.
4) Negara kesatuan berdasarkan UUD 1945.
5) Negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Kedudukan dan Kewenangan Jabatan Wakil dari Waktu ke Waktu
a. Wakil presiden di awal kemerdekaan sampai dengan
terbentuknya Republik Indonesia Serikat.
b. Wakil presiden di tahun 1949 sampai dengan diberlakukan
kembalinya UUD 1945.
c. Wakil presiden di era orde lama sampai dengan diangkatnya

pejabat mandataris MPR.
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d. Wakil presiden di era orde baru.
e. Wakil presiden di era reformasi sampai dengan pelaksanaan
pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.
f.  Wakil presiden hasil pemilihan langsung.
Desain  Konstitusional Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem
Pemerintahan di Indonesia ke Depan
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